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BAB IV  

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA 

PIDANA DI INDONESIA TERHADAP KESAKSIAN TESTIMONIUM DE 

AUDITU DALAM DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS 

TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA 

 

A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakimdalam Direktori Putusan 

Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang Pembunuhan Berencana.  

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang 

Pembunuhan Berencana terdapat sebelas saksi. Namun, hanya ada satu orang 

saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, 

sedangkan ke sepuluh saksi lainnya tergolong saksi testimonium de auditu. 

Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan keterangan saksi 

de auditu dan terkesan mengesampingkan keterangan dari saksi kunci. Padahal, 

keterangan saksi de auditu dan keterangan yang diberikan oleh saksi kunci dalam 

perkara tersebut sangat bertentangan. 

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS memang tidak 

dijelaskan alasan hakim menimbang dengan menggunakan keterangan saksi de 

auditu. Namun penulis beranggapan bahwa majelis hakim lebih 

mempertimbangkan/menggunakan keterangan saksi de auditu karena didasarkan 

pada salah satu asas hukum pidana yaitu Unnus Testis Nullus Testis, yang berarti 

satu orang saksi tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Selain itu hakim memiliki
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 otoritas penuh dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga penulis berpendapat 

bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan kesaksian de 

auditu karena berdasarkan asas hukum pidana Unnus Testis Nullus Testis, hakim 

merasa bahwasanya keterangan saksi kunci tidak cukup digunakan sebagai bahan 

pertimbangan hakim karena hanya ada satu saksi kunci dalam Direktori Putusan 

Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa 

seharusnya hakim tidak serta merta memutus suatu perkara pidana dengan 

menggunakan kesaksian de auditu dan terkesan mengesampingkan saksi kunci. 

Karena dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan aspek-aspek yang ada. Adapun aspek-aspek yang 

dimaksud yaitu: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, 

persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang 

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan asal 

muasal saksi tersebut mengetahui peristiwa pidana tersebut. Berdasarkan aspek-

aspek tersebut, barulah hakim dapat mendapatkan keyakinan apakah keterangan 

tersebut dapat dipercaya atau tidak.  

Hakim tidak dapat pula mengesampingkan saksi kunci yang dalam 

perkara tersebut berjumlah satu orang dan hanya berdasarkan pada asas Unnus 

Testis Nullus Testis. Dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa 

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya”. Isi Pasal ini 
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menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah.  

Adapun Alfitrah dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian dalam 

Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, ia berpendapat bahwa asas 

Unnus Testis Nullus Testis dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) 

KUHAP yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (2) tidak 

berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan 

sifat a contrario menurut Alfitrah keterangan seorang saksi cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti 

lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu 

keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.
1
 

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS memang hanya 

terdapat satu orang saksi kunci, namun tidak benar jika majelis hakim 

mengesampingkan keterangan dari saksi kunci. Penulis berpendapat bahwa 

kesaksian tunggal tidak serta merta dapat di kesampingkan begitu saja. Karena 

pada dasarnya jika saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja, maka 

kesaksian tunggal itu dapat dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti 

lainnya. Sehingga kesaksian tersebut tidak berdiri sendiri, dan telah memenuhi 

syarat pembuktian dalam perkara pidana yaitu pembuktian dengan dua alat bukti 

yang sah. 

                                                           
1
  Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdatadan Korupsi di Indonesia...,60. 
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Sedangkan jika ditinjau dari hukum acara pidana Islam, pada dasarnya 

hakim diperbolehkan menggunakan keterangan dari satu orang saksi dengan 

syarat bahwa saksi tersebut haruslah seorang laki-laki dan disumpah.  

Adapun dalam hal ini  Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengemukakan 

bahwaAllah Swt tidak mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan 

keputusan kecuali dengan dasar keterangan dua oirang saksi, akan tetapi Allah 

Swt memerintahkan yang mempersaksikannya dihadapan dua orang saksi atau 

satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Itu tidak berarti 

menunjukkan hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan 

keterangan saksi kurang dari itu. Nabi Muhammad Saw pernah menjatuhkan 

putusan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah dan juga pernah 

hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi semata.  

Ali bin Abu Tholib berkata: 

ا حِبِ الْحَقِّ فَضَى رَسُىِلُ اللّهِ ص م بِشَهَا دَةِ رَ جُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِيِنِ صَ  

Rasulullah Saw memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi semata 

disertai sumpah penggugat.
2
 

 

Sebaliknya, dalam hukum acara pidana Islam para fukaha sepakat 

bahwasannya kesaksian de auditu dilarang penggunaannya dalam perkara pidana. 

Adapun alasan yang diutarakan yaitu, kesaksian de auditu tidak terjamin 

kebenarannya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa 

                                                           
2
  Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...,76.  
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majelis hakim dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tidak 

tepat jika menggunakan kesaksian de auditu dalam memutus perkara tersebut. 

Melainkan seharusnya mempertimbangkan kesaksian dari saksi Rusula Hia yang 

merupakan saksi kunci dari peristiwa pidana tersebut. 

Adapun dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS majelis 

hakim memutus bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara 

bersama-sama” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua 

dengan Pidana Mati.  

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP, yaitu: barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, 

menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. 

1. Unsur barang siapa: secara yuridis unsur barang siapa adalah setiap orang 

atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa 

melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dari 

pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi 

melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Yusman 

Telaumbanua ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana 
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keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang 

satu sama lainnya saling berkaitan, serta terdakwa telah membenarkan 

identitasnya sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error 

in persona). 

2. Unsur dengan sengaja: merupakan suatu sikap batin seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang 

akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Penulis berpendapat bahwa unsur 

dengan sengaja ini merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati 

terdakwa yang jelas tidak dapat dilihat oleh orang lain menggunakan mata. 

Namun unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian 

perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu juga dapat dilihat dari alat 

yang digunakan, jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, sasaran bacokan, 

dan adanya perbuatan lanjutan. Dalam Direktori Putusan Nomor 

08/PID.B/2013/PN-GS, terdakwa Yusman Telaumbanua merupakan 

perantara yang memperkenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi 

Rusula Hia karena pada saat itu korban Kolimarinus Zega bertanya kepada 

terdakwa mengenai jual beli tokek. Pada saat terjadinya peristiwa 

pembunuhan, terdakwa Yusman Telaumbanua tidak membawa senjata tajam 

maupun tidak mempersiapkan senjata tajam. Terdakwa juga tidak turut serta 

dalam melukai dan menusuk para korban dengan senjata tajam, justru 

terdakwa hanya diam dan menutup matanya ketika peristiwa pidana itu 

terjadi dikarenakan terdakwa takut. Terdakwa hanya turut serta dalam 
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pembuangan salah satu korban ke dalam jurang, dan hal tersebut juga atas 

dasar paksaan dari pelaku Jeni (DPO). Hal tersebut berdasarkan pada 

keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rusula Hia. Berdasarkan 

keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak 

terpenuhi, karena tidak adanya persiapan maupun tindakan dari terdakwa 

Yusman Telaumbanua dalam peristiwa pidana tersebut. 

3. Unsur direncanakan terlebih dahulu: suatu perbuatan pidana yang dikatakan 

direncanakan terlebih dahulu apabila antara saat timbulnya niat melakukan 

perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan 

tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana 

cara melakukan perbuatannya. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan 

keterangan saksi Rusula Hia bahwa terdakwa tidak merencanakan 

pembunuhan terhadap para korban. Terdakwa juga tidak membawa senjata 

tajam yang digunakan untuk membunuh para korban. Ini menunjukkan 

bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak turut serta merencanakan 

pembunuhan, adapun yang merencanakan pembunuhan tersebut adalah 

pelaku lainnya yaitu Jeni (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), Ama Pasti Hia 

(DPO), dan Amosi Hia (DPO). Dengan ini unsur direncanakan terlebih 

dahulu tidaklah terbukti. 

4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain: hilangnya nyawa orang lain 

merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Memperhatikan ketentuan Pasal 

340 KUHAP, sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara 
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pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang 

akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan dari keterangan 

saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, maka penulis berpendapat 

bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi. Terdakwa 

Yusman Telaumbanua dari awal tidak terlibat perencaan pembunuhan, 

terdakwa juga tidak mempersiapkan senjata tajam yang digunakan untuk 

membunuh para korban, dan terdakwa juga tidak menusuk para korban. 

Adapun yang membunuh para korban yaitu saksi Rusula Hia, Jeni (DPO), 

Ama Fandi Hia (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO). 

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan pidana: dalam unsur ini terdapat 3 jenis elemen 

perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut 

serta melakukan. Namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah 

satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini menurut hukum 

telah terpenuhi. Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 

baik berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti 

lainnya, maka penulis berpendapat bahwa memang benar terdakwa Yusman 

Telaumbanua turut serta bersama pelaku lainnya dalam peristiwa pidana 

tersebut. Dalam hal ini, terdakwa menjadi perantara dengan 

memperkenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi Rusula Hia dalam 

hal pembelian tokek di Nias, kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua juga 
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ada di tempat saat pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan 

terhadap para korban, dan terdakwa turut serta dalam membuang mayat 

dalah satu korban ke dalam jurang walaupun dalam keadaan terpaksa. Dari 

pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan 

pidana ini telah terpenuhi.  

Berdasarkan dari penjelasan penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak 

sepenuhnya terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan dari terdakwa 

Yusman Telaumbanua tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP.  

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, hakim berpendapat bahwa 

terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:  

Hal-hal yang memberatkan: 

1. Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak 

berprikemanusiaan. 

2. Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil 

uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban. 

3. Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada 

keluarga korban. 

4. Bahwa terdakwa menunjukkan sikap yang kurang dapat memberikan 

penghargaan terhadap kehidupan manusia. 
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Hal-hal yang meringankan: 

-Tidak ada. 

Dalam memutus suatu perkara, seharusnya majelis hakim lebih teliti 

dalam menimbang dan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. 

Berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan dari hakim, penulis dapat 

mengatakan bahwa hakim tidak tepat dalam menggunakan Pasal 340 KUHP jo. 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa Yusman Telembanua, dengan 

alasan sebagai berikut:  

1. Keterangan dari 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan di persidangan 

tergolong keterangan saksi testimonium de auditu. Terlebih lagi keterangan 

dari ketujuh saksi tersebut bertentangan dengan keterangan seorang saksi 

kunci, dan keterangan terdakwa. Sehingga masih lemah nilai pembuktiannya 

untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Hal ini di kuatkan pula dengan Pasal 

185 Ayat (1) KUHAP yang menjelasakan bahwa dalam keterangan saksi 

tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium 

de auditu. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keterangan saksi 

yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.  

2. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rusula Hia sebagai saksi 

kunci dari peristiwa pidana tersebut, dimana saksi Rusula Hia menjelaskan 

bahwa terdakwa Yusman Telembanua tidak turut dalam perencanaan 

pembunuhan serta pembacokan para korban. saksi Rusula Hia menambahkan 

bahwa terdakwa hanya turut serta dalam membuang mayat korban ke dalam 
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jurang. Keterangan tersebut tidak bertentangan dengan alat bukti yang ada. 

Dengan ini, seharusnya hakim mempertimbangkan keterangan yang 

diberikan oleh saksi Rusula Hia, terlebih lagi pada dasarnya tujuan dari 

hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang 

mutlak), dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

dimana keterangan seorang saksi de auditu tidak terjamin kebenarannya. 

Sehingga dalam memutus suatu perkara seperti ini, penulis berpendapat 

majelis hakim tidak seharusnya menggunakan keterangan saksi de auditu 

sebagai alat bukti utama dengan mengenyampingkan keterangan saksi 

lainnya yang lebih menguatkan dalam memberi keterangan.  

3. Berdasarkan dari keterangan terdakwa dan juga keterangan dari saksi Rusula 

Hia, serta alat bukti lainnya, bahwa benar terdakwa merupakan perantara 

yang mengenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi Rusula Hia, benar 

bahwa terdakwa pula yang menjemput para korban di bandara, dan benar 

bahwa terdakwa turut serta dalam membuang salah satu mayat korban ke 

dalam jurang. Namun terdakwa tidak turut serta dalam perencanaan 

pembunuhan serta tidak turut serta pula dalam hal membacok para korban 

hingga tewas. Jadi jika dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 340 

KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka perbuatan terdakwa tidak 

sepenuhnya melanggar unsur-unsur dari Pasal tersebut, karena terdakwa 

hanya turut serta dalam membuang mayat korban ke jurang tanpa ada ikut 
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dalam perencanaan pembunuhan maupun dalam melakukan pembacokan 

kepada korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa para korban.  

Berdasarkan dari penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

penulis berpendapat bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak dapat 

dikatakan telah melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya turut serta 

dalam mebuang mayat salah satu korban ke dalam jurang. penulis berpendapat 

demikian dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP 

tentang pembunuhan berencana, sehingga hakim tidak tepat dalam menjatuhi 

hukuman terhadap terdakwa. 

 

B. Analisis Hukum Acara Pidanadi Indonesiaterhadap KesaksianTestimonium 

De Auditudalam Direktori  Putusan Nomor08/PID.B/2013/PN-GS Tentang 

Pembunuhan Berencana. 

Pada dasarnya, fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan 

hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta 

yang terungkap dalam pemeriksaan sidanglah yang menjadi dasar pertimbangan 

bagi keputusan Pengadilan.
3
 Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan hakim 

yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan 

tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif 

terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa 

                                                           
3
  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktis, (Bandung: 2008), 

199.  
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manfaat bagi terpidana. Maka dari itu, demi mewujudkan tujuan hukum pidana 

yaitu untuk mencari kebenaran yang mutlak, keterangan saksi dipergunakan 

sebagai alat bukti utama dalam memutus perkara pidana. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP 

yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 

menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP 

dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Dengan demikian penulis 

berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat 

bukti yang sah. 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hakim dilarang memakai 

sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan 

yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam 

ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau 

ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang 

lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. 
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mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna 

untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
4
 

Penulis sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro yang pada dasarnya 

Hakim tidak semestinya memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de 

auditu dalam perkara pidana, melainkan keterangan tersebut digunakan hanya 

untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dalam hal ini 

dibutuhkan kecermatan hakim untuk menilai kebenaran dari keterangan saksi de 

auditu untuk membangun keyakinan hakim.  

Kesaksian de auditu dapat saja diterima sebagai alat bukti asal hakim 

mempunyai alasan yang rasionable untuk itu dan keterangan tersebut tidak 

bertentangan dengan keterangan saksi lainnya maupun alat bukti yang ada. 

Namun tetap saja keterangan saksi de auditu tidak dapat dikategorikan sebagai 

alat bukti keterangan saksi, melainkan alat bukti petunjuk. Selain itu, keterangan 

saksi de auditu dapat dipakai jika memang tidak ada saksi lainnya. Dalam hal ini 

maksud dari penulis yaitu, jika dalam suatu perkara pidana terdapat saksi yang 

melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (saksi kunci) 

maka saksi inilah yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus 

suatu perkara. Namun jika tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan 

mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut, barulah kesaksian de auditu 

                                                           
4
Andi Hamzah, Hukum Acara Piddana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.266. 
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dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Dengan syarat, bahwa kesaksian de 

auditu tidak bertentangan dengan alat bukti yang ada.  

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang 

pembunuhan berencana dengan terdakwa Yusman Telaumbanua. Dalam putusan 

ini terdapat 11 (sebelas) saksi yang diajukan di persidangan, dari ke-11 saksi 

yang diajukan hanya ada satu orang saksi yang melihat, mendengar, dan 

mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Adapun saksi yang keterangannya 

dibacakan di bawah sumpah di depan persidangan adalah 8 (delapan) saksi, 

yaitu: Petrus Letnan Purba, Korli Br. Purba, Sada’arih Boru Maringga, Parlin 

Haroho, Yosa’ati Telaumbanua, Iteria Zai, Oka Iskandar, dan Rusula Hia. 

Sedangkan 3 orang saksi lainnya tidak dapat memberikan keterangan di depan 

persidangan sehingga keteranggannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam putusan ini, Hakim  menjatuhkan hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 dengan hukuman Pidana Mati. 

Dalam Putusan tersebut, Penulis berpendapat bahwasannya hakim 

kurang tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, 

melihat dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS Majelis Hakim 

hanya mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang tidak melihat, 

mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut (saksi testimonium 

de auditu) dengan mengesampingkan keterangan dari saksi Rusula Hia yang bisa 

dikatakan sebagai saksi kunci, karena saksi Rusula Hia merupakan satu-satunya 
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saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana  

tersebut. Terlebih keterangan yang diberikan oleh Rusula Hia tidak bertentangan 

dengan alat bukti maupun petunjuk yang ada. 

Keterangan dari beberapa saksi de auditu dalam Direktori Putusan 

Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tidak memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang 

terjadi. Beberapa saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut dari pihak 

kepolisian, dan ada pula saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut melalui 

berita di koran. Sehingga tidak cukup kuat untuk diterima kesaksiannya sebagai 

bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Terlebih lagi 

keterangan saksi de auditu dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-

GS bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Rusula Hia yang 

merupakan saksi mahkota (saksi kunci), sehingga kesaksian yang seperti ini 

masih memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa. 

Adapun keterangan saksi de audiu dalam Direktori Putusan Nomor 

08/PID.B/2013/PN-GS pada intinya menyatakan bahwa benar terdakwa Yusman 

Telaumbanua telah melakukan pembunuhan terhadap para korban. Keterangan 

tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Rusula Hia 

yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak 

terlibat dalam perencanaan pembunuhan maupun melakukan pembunuhan 

terhadap para korban dan juga tidak turut serta membakar mayat para korban, 
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terdakwa Yusman Telaumbanua disuruh oleh Jeni (DPO) untuk membuang 

mayat salah satu korban ke jurang, setelah itu Jeni membagikan uang kepada 

terdakwa dan pelaku lainnya dan kembali pulang. Adapun uang yang diterima 

terdakwa yaitu sebesar Rp 1.000.000,00. 

Pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari 

kebenaran materiil (kebenaran yang mutlak), dan pula untuk perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi de auditu tidak 

terjamin kebenarannya. Sehingga dalam memutus suatu perkara seperti ini, 

penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak tepat dalam memutus perkara 

tersebut dengan menggunakan kesaksian de auditu dan cenderung 

mengesampigkan keterangan dari saksi kunci. Majelis hakim tidak seharusnya 

menggunakan keterangan saksi de auditu sebagai bahan dasar pertimbangan 

dalam memutus perkara tersebut. terlebih lagi dalam putusan tersebut, masih ada 

keterangan saksi kunci (saksi yang melihat, mendnegar, dan mengalami sendiri 

peristiwa pidana). Sehingga, hakim tidak serta merta mengesampingkan 

keterangan dari saksi kunci tersebut dan cenderung lebih menimbang dengan 

menggunakan kesaksian de auditu.  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dasar 

pertimbangan hukum hakim bisa dinilai lemah karena hakim menggunakan 

kesaksian de auditu dalam mempertimbangkan putusan tersebut dan 

mengesampingkan kesaksian dari saksi kunci, sehingga tidak selaras dengan 
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tujuan utama hukum pidana dan tidak selaras pula dengan KUHAP. Penulis 

berpendapat bahwa terdakwa dan kuasa hukumnya dapat mengajukan banding 

untuk menggugurkan argumen dari hakim. 

 

C. Analisis Hukum Acara Pidana Islamterhadap KesaksianTestimonium De 

Auditudalam Direktori  Putusan Nomor08/PID.B/2013/PN-GS Tentang 

Pembunuhan Berencana. 

 

Dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian pidana pada intinya selalu 

berdasarkan pada kesaksian. Karena kesaksian merupakan dasar awal untuk 

membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Pada prinsipnya hukum 

pidana Islam mensyaratkan kesaksian terbaik yaitu kesaksian berdasarkan pada 

apa yang dilihat, dialami, dan didengarnya sendiri. Oleh karena itu keterangan 

saksi de auditu dalam hukum acara pidana Islam dilarang penggunaannya karena 

kebenaran dari saksi de auditu sangat diragukan.  

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa saksi mestilah benar-benar melihat, 

mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang 

disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari 

pendengaran ke pendnegaran, lalu saksi menyusun atau mengambil 

kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri.
5
 

                                                           
5
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 167.  
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Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama yang telah dijabarkan dalam 

bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya hakim boleh 

menggunakan saksi istifadhoh hanya dalam perkara perdata saja yaitu dalam hal-

hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memrdekakan budak, 

perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, 

wakaf, nikah, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan 

dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak 

milik seseorang. Sedangkan dalam perkara pidana hakim tidak diperkenankan 

memutus suatu perkara dengan menggunakan saksi istifadhoh. 

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS, hakim memutus 

perkara tersebut dengan mempertimbangkan keterangan dari saksi yang 

tergolong sebagai saksi istifadhoh dan hakim mengenyampingkan keterangan 

dari seorang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa 

pidana tersebut. Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana Islam, maka 

kesaksian istifadhoh tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara tersebut. Karena keterangan yang bersifat istifadhoh atau yang tidak 

dapat menyebutkan sebab, maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi. 

Rasulullah Saw. dalam hal ini mengatakan bahwa saksi itu haruslah 

terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari. Beliau juga mengatakan 
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tidak boleh saksi orang desa atas orang kota atau sebaliknya, semua itu adalah 

untuk menghindarkan istifadhoh dan tanpa sebab.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dasar hakim 

dalam memutus perkara tersebut yaitu dengan menggunakan kesaksian 

istifadhohdan cenderung mengesampingkan keterangan dari saksi kunci adalah 

tidak sah. Karena dalam hukum acara pidana Islam saksi istifadhoh tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Selain itu, dalam putusan 

tersebut masih terdapat keterangan dari satu orang saksi kuncilaki-laki, yang 

dalam hukum acara pidana Islam diperbolehkan penggunaan satu orang saksi 

laki-laki dengan sumpah untuk bersaksi atas perkara pidana. Sehingga menurut 

penulis putusan hakim tersebut tidak berlaku atau dapat juga dinyatakan tidak 

sah. Dengan demikian terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum, karena 

pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal istilah banding.  

 

                                                           
6
  Ibid, 168.  


